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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan figih muamalah tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pengusaha clothing Rupa Cetak di
Kabupaten Kediri. Fokus utama penelitian ini meliputi proses pengurusan Nomor
Induk Berusaha (NIB), faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pengusaha
terhadap perizinan, serta tinjauan hukum Islam terhadap legalitas usaha.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Rendah pada Pengusaha Clothing Rupa Cetak di Kabupaten
Kediri? 2) Bagaimana Proses Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pengusaha
Clothing Rupa Cetak di Kabupaten Kediri? 3) Bagaimana Tinjauan Fikih
Muamalah Tentang Perizinan Pengusaha Clothing Rupa Cetak di Kabupaten
Kediri? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek
penelitian terdiri dari pemilik dan karyawan usaha Rupa Cetak di Kecamatan Pare,
Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 di Rupa Cetak belum optimal. Hal ini disebabkan oleh
minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya NIB. Pengusaha clothing
Rupa Cetak belum memahami sepenuhnya proses pengurusan NIB melalui sistem
Online Single Submission (OSS). Ketidaktahuan ini menjadi kendala utama yang
menyebabkan pengusaha belum memiliki legalitas usaha. Untuk mengatasi
masalah tersebut, peneliti memberikan edukasi langsung kepada pemilik usaha
mengenai manfaat NIB serta mempraktikkan langkah-langkah pendaftarannya
melalui OSS. Setelah mendapatkan edukasi, pengusaha mulai memahami bahwa
memiliki NIB bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya
melindungi usaha dan memperluas akses terhadap fasilitas pemerintah bagi
UMKM.

Menurut fikih muamalah, kepemilikan NIB selaras dengan prinsip ketaatan
kepada wulil amri dan maslahah dalam bisnis. Legalitas usaha membantu
menciptakan kejelasan hukum dan menghindari unsur gharar dalam transaksi. Oleh
karena itu, pengurusan NIB tidak hanya mematuhi hukum negara, tetapi juga sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam.
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This research aims to analyze the implementation Article 13 of Government
Regulation Number 5 of 2021 and Figh Muamalah concerning the Implementation
of Risk-Based Business Licensing for clothing entrepreneurs at Rupa Cetak in
Kediri Regency. The main focus of this study includes the process of obtaining a
Business Identification Number (NIB), factors influencing entrepreneurs'
compliance with licensing, and the Islamic legal perspective on business legality.

The research focuses on the following questions: (1) How is the
implementation Pasal 13 of Government Regulation Number 5 of 2021 on Risk-
Based Business Licensing applied to clothing entrepreneurs at Rupa Cetak in Kediri
Regency? (2) What is the process of obtaining a Business Identification Number
(NIB) for clothing entrepreneurs at Rupa Cetak in Kediri Regency? (3) How does
Figh Muamalah view business licensing for clothing entrepreneurs at Rupa Cetak
in Kediri Regency?

This study uses a qualitative approach with data collection techniques
through interviews, observations, and documentation. The research subjects consist
of the owner and employees of Rupa Cetak in Pare District, Kediri Regency. The
research findings show that the implementation of Government Regulation Number
50f2021 at Rupa Cetak has not been optimal. This is due to the lack of socialization
from the government regarding the importance of NIB. Clothing entrepreneurs at
Rupa Cetak do not fully understand the NIB registration process through the Online
Single Submission (OSS) system. This lack of knowledge becomes the main
obstacle preventing entrepreneurs from obtaining business legality. To overcome
this issue, the researcher provided direct education to the business owner about the
benefits of NIB and demonstrated the registration steps through OSS. After
receiving this education, the entrepreneur began to realize that having an NIB is not
merely an administrative obligation but also an effort to protect the business and
expand access to government facilities for UMKM.

From the perspective of Figh Muamalah, owning an NIB aligns with the
principles of obedience to ulil amri (leaders) and maslahah (public interest) in
business. Business legality helps create legal certainty and avoids elements of
gharar (uncertainty) in transactions. Therefore, obtaining an NIB not only complies
with state laws but also aligns with Islamic principles.
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